NOMOR : 137

BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI NIAS,

: a. bahwa telah ditetapkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/2006
tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Publik;

. bahwa dalam rangka menindaklanjuti

ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, serta memberikan
jaminan dan kepastian penyelenggaraan
pelayanan publik di Kabupaten Nias
dipandang perlu ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Nias;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b di atas, ditetapkan Peraturan
Bupati Nias tentang Pedoman
Penyusunan  Pelayanan  Publik di
Kabupaten Nias;



Mengingat

Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara
Repubilik indonesia Nomor 1092j;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4737);



10.

11.

12,

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor :
PER/20/M.PAN/04/2006 tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Publik ;

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2010 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan Publik;
Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor :
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor
KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang
Pedoman Umum Penanganan

Pengaduan Masyarakat bagi Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi Kewenangan  Pemerintah
Daerah Kabupaten Nias (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008
Nomor S Seri E);



15.

16.

17.

18.

19,

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6
Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Nias
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor &8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Nias
{Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan Kabupaten Nias
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor
10 Seri D);



Menetapkan

20.

21,

22,

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 2
Seri E);

Peraturan Bupati Nias Nomor 19
Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola
Rumah Sakit Umum Daerah
Gunungsitoli Kabupaten Nias Sebagai
Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014
Nomor 19 Seri E);

Peraturan Bupati Nias Nomor 22
Tahun 2014 tentang Pembentukan
Organisasi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nias (Berita Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor
22 Seri E);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN
NIAS.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di
Kabupaten Nias, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

it



Pasal 2

Pedoman penyusunan Standar Pelayanan  Publik
Pemerintah di Kabupaten Nias sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini digunakan sebagai
acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) yang ada di Kabupaten Nias.

Pasal 3
Lampiran Peraturan ini bersifat dinamis dan dapat
dikembangkan  sesuai dengan = kebutuhan  serta

perkembangan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Pasal 4
Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bupati Nias ini
ditetapkan  oleh  masing-masing  pembina  teknis
penyelenggara pelayanan publik.

Pasal S
Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI NIAS,
ttd
SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH ATEN NIAS,

(/

YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 NOMOR : 137 SERI: E



